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FEINR
BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
IndonesiaNomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau
di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republikindonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
540);

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 7 ).
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HIBAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
Bupati adalah Bupati Sekadau.

Dewan Perawakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Sekadau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sekadau

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sekadau.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangkat Daerahyang melaksanakan pengelolaan APBD.

Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sekadau.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin
oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran PPKD yang
mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan
pengeluaran pembiayaan.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran langsung.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumenyang diterbitkan oleh penguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran DPA-Perangkat Daerah.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pemerintah dan
Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB Il
DASAR PEMBERIAN HIBAH
Pasal 2

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan
keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah
sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria
paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak terus menerus setiap

tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung
terselenggaranya  fungsi  pemerintahan, pembangunan, dan
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kemasyarakatan;
d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
Hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan Usaha Milik Negaraatau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau;
d

Badan, Lembaga, danorganisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia.

Pasal 3

Hibah kepada pemerintahpusat sebagaimana dimaksud padaPasal 2
ayat(4) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerianyang wilayah kerjanya berada dalam
Kabupaten Sekadau.

Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada Pasal
2 ayat(4)huruf b, diberikan kepada pemerintah daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-
undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2
ayat(4) huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2
ayat(4) huruf c, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibahyang
diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibahkepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksudPasal 2 ayat(4)
huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga :

a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri,
Gubernur atau Bupati/Walikota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat
dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja Perangkat
Daerahterkait sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di
Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf d diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang
telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan
perundang-undangan.
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BAB 111
PERSYARATAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 4

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. memiliki kepengurusan yang jelas diWilayah Kabupaten Sekadau;

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat
atau sebutan lainnya; dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten
Sekadau.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (6) diberikan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan :

a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Sekadau; dan

c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Sekadau.

BAB IV
PENETAPAN PENERIMA HIBAH

Pasal 5

Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jenis
jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.

Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima
hibah dilakukan setelah penandatangan NPHD.

BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.

Rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah Lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d

Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia.
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Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan pada
Perangkat Daerahatau SKPKD, yang diuraikan kedalam Jjenis barangbelanja
barang dan jasa, objek belanja hibah barang dan Jasa dan rincian objek
belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Pasal 7

Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dilakukandengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui
pemindahbukuan dari rekening umum kas daerah ke rekening penerima
hibah.

Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan secara bertahap
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana
sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah dan
diberikan setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani kedua
belah pihak;

b. sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila penerimaan tahap
pertama telah digunakan seluruhnya atau tersisa sekurang
kurangnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibuktikan
dengan laporan realisasi dan dilengkapi bukti pertanggungjawaban
yang sah;

c. sebesar 20% (dua puluh perseratus) apabila penerimaan tahap
kedua telah digunakan seluruhnya atau tersisa sekurang-
kurangnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan
pertanggungjawaban selanjutnya disampaikan selambat-lambatnya
minggu pertama bulan Desember tahun berjalan.

Penyaluran hibah dalam bentuk uang dapat dilakukan sekaligus apabila
memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. fisik kegiatan telah mencapai 100% (seratus persen);
b. disalurkan hanya pada akhir tahun anggaran;

c. waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut sudah terjadwal dan
terukur;

d. alokasi hibah dibawah Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

hibah dalam bentuk barang atau jasa dilakukan melalui pelaksanaan
kegiatanSKPDatau SKPKD yang bersangkutan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :

a.
b.

& o

Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar hibah daerah;
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah
terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa
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Pasal 9

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
laporan penggunaan hibah.

Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima telah digunakan sesuai NPHD.

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa
barang/jasa.

d. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal
10 bualan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain
sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek
pemeriksaan.

Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan
hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui SKPKD atau
Pejabat penangungjawab pengelola hibah rangkap 2 (dua), asli
disampaikan ke BPKAD.

Penerima hibah sebesar atau lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) merupakan obyek pemeriksaan oleh auditor independen.

Hibah dalam bentuk uang yang seluruhnya digunakan untuk
pembangunan infrastuktur dalam pertanggungjawabannya melampirkan:

a. kontrak kerja Pihak Penerima dengan pihak yang ditunjuk untuk
melaksanakan kegiatan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya
(RAB).

b. foto/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.
c. laporan kemajuan pekerjaan.

d. laporan lainnya yang diperlukan.

Pasal 10

Penanggungjawab pengelolaan Belanja Hibah adalah Pejabat yang secara
fungsional terkait dengan penerima hibah yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Bupati.

Kebenaran material atas pertanggungjawaban dana sebagaimana
dimaksud pasal (5) menjadi tanggung jawab penerima hibah.
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Pasal 11

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah
dalam tahun anggarang yang berjalan.

Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN USULAN PENGANGGARAN

Pasal 12

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah,badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 4 menyampaikan
usulan hibah secara tertulis dalam bentuk proposal dan Rancangan
Anggaran Biaya kepada Bupati.

Bupati menunjuk Perangkat Daerahterkait untuk melakukan evaluasi
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Perangkat Daerah terkait setelah melakukan verifikasi dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi
Persetujuan pemberian hibah kepada Bupati melalui TAPD.

Usulan Hibah yang telah disetujui oleh Bupati Sekadau berdasarkan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
format RKA-PPKD.

Anggaran dana hibah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
untuk selanjutnya dituangkan dalam DPA-PPKD.

BAB VII
TATACARA PENGAJUAN SPP, SPM, DAN PENCAIRAN SP2D

Pasal 13

Perangkat Daerahatau SKPKD melalui Pejabat Penanggungjawab
Pengelolaan Belanja Hibah membuat rincian rencana penggunaan
untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya
kepadaSKPKD;

Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari penerima hibah;

b. Naskah Perjanjian Hibah sekurang-kurangnya memuatidentitas
pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang
yang dihibahkan, hak dan kewajiban, tatacara penyaluran hibah dan



ditandatangani oleh Bupati Sekadau sebagai Pihak Pertama, diparaf
oleh Kepala SKPKD dan pejabat penanggungjawab pengelola dana
hibah yangditunjuk dengan penerima hibah sebagai Pihak Kedua,
yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup;

c. pemanfaatan dana hibah sebagai lampiran pada Naskah Perjanjian
Hibah; Berita Acara Penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten
Sekadau dalam hal ini diwakili oleh Kepala SKPKD sebagai Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua;

d. surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah dari
penerima hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau;

e. bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran
Peraturan ini.

f. lampiran lainnya yang diperlukan.

(3) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD untuk
kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala SKPKD.

(4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

(5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada
Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.

(6) Bendahara Pengeluaran menyalurkan hibah kepada penerima melalui
pemindahbukuan dari Rekening Umum Kas Daerah ke rekening pihak
penerima hibah dengan bukti penerimaan yang sah dengan format tanda
terima sebagaimana tersebut pada Lampiran.

Pasal 14

(1) Perangkat Daerahterkait melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pemberian hibah.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Inspektur Kabupaten Sekadau.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati Sekadau ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Sekadau Nomor 16.a Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Hibah beserta
perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini denganmenempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 Januari 2017
BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD
YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 4



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TENTANG . PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

CONTOH FORMAT

PROVINSI KALIMATAN BARAT
BUPATI SEKADAU
KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

NOMOR TAHUN 20XX
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA .cocnaniamiainimiiaiisiicmsns siiniss ponsssassyssssvmnsvanss

Menimbang a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan
Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah lain, Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,
Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakat®),
maka perlu memberikan hibah kepada
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149,
Tambahan Lembaaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4344).

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor
Tahun 20XX tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX"

8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor ...... Tahun 20XX
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 20XX.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA Memberikan hibah kepada ..........ccc.ccoevevivinnnnnn. dengan
daftar penerima hibah dan besarnya hibah serta
peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan :
a. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal ... Bulan... Tahun .....

BUPATI SEKADAU,

RUPINUS

Catatan :

- Dasar hukum pada konsideran mengingat menyesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Draft rancangan Keputusan Bupati diproses sesuai mekanisme
kerja yang berlaku (paraf koordinasi dan paraf hierarki)

BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

Contoh Format
SURAT PERJANJIAN
Nomor / /SP HIBAH/20XX
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari
35 D tanggal..................... bulan................... tahun dua
o5 T , bertempat di Sekadau, kami yang bertandatangan di bawah
ini,
I Nama T
Jabatan : Bupati Sekadau
Alamat : J1. Merdeka Timur Km.9 Sekadau

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena
itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sekadau, untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II Nama T,
Jabatan T

Alamat S S oy mmatacn

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut

menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut

a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan maka perlu memberikan hibah kepadaPemerintah
Pusat,Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakat *)sebesar



Rp.ocoiainis (ceeimeannnnn )
b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai
dengan Keputusan Bupati Sekadau Nomor............ tanggal...........

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK
sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut

DASAR HUKUM
Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Pengelolaan Belanja Hibah.

TUJUAN
Pasal 2

Tujuan (di isi sesuai maksud peruntukkan/penggunaan hibah)

.........................................................................................................

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban
penggunaan h ibah.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk
a. Menyerahkan belanja hibah kepada penerima melalui Perangkat Daerah

atau Bagian terkait.

b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah
melalui Perangkat Daerah atau SKPKD.

c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat
perjanjian ini.



b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah
kepada PIHAK PERTAMA melalui Perangkat Daerah atau Bagian terkait
rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke BPKAD Kabupaten Sekadau
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah
tahap sebelumnya

Pasal 5

Penyaluran Hibah kepada pihak yang berhak dilaksanakan melalui
pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima hibah sesuai dengan
ketertiban yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

(1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan
diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang
merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan
PARA PIHAK.

(2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang
masing-masing mempunyai kekuatan hukum vyang sama setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak Kedua Pihak Pertama

................. Bupati Sekadau

(sebelah  kanan diparaf Penangungjawab
Hibah, Asisten I;
Sebelah kiri diparaf Ka.SKPKD)

*) Coret yang tidak perlu
BUPATI SEKADAU,

TTD
RUPINUS

Y,



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

Contoh format :

LAMPIRAN I : SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN HIBAH
NOMOR R —— /SP. HIBAH /20XX
TANGGAL

PERUNTUKAN DANA HIBAH

Besarnya Hibah Rp................. Lo s SR R SRR A A s
................................................................................ )
Peruntukan L G S S R
Do rnenonmreasmanasnsessansssonsmen s TR s Een ey
B oot 0 G G S A SR S
W R R R e T
Pihak Kedua Pihak Pertama
.............. BUPATI SEKADAU
(sebelah kanan diparaf Penanggungjawab
Hibah, Asisten II
Sebelah kiri diparaf Ka.SKPKD)
BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS
-



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

Contoh format

KOP BPKAD

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor /BA. HIBAH/20XX

Pada hari i snasnsnr it tanggal.....................

yang bertandatangan di bawah ini,

1: Nama
NIP
Jabatan : Kepala SKPKD

Alamat : J1. Merdeka Timur Km.9 Sekadau

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama
NIP
Jabatan

Alamat

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA
sebesar R (e e
untuk digunakan

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas,
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui PIHAK



PERTAMA rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke BPKAD selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pihak Kedua Pihak Pertama
Pemberi Hibah Penerima Hibah
(Kepala SKPKD) A )

BUPATI SEKADAU,
TTD

RUPINUS

Iied



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

Contoh format
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama T U T s menrm o 5wt AT s T S A R R R S A R e
Jabatan T
Alamat T

Berkenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Sekadau
melalui (Perangkat Daerah atau SKPKD ) Kabupaten Sekadau untuk

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Dengan ini menyatakan kesanggupan

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Keputusan

Bupati Sekadau Nomor .............. tanggal..........ccooeninnnn.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten
Sekadau ......occiiiecinenreenans , rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke

Bagian, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke BPKAD selambat-
lambatnya satu ( 1) bulan kegiatan.

Sekadau,
Mengetahui Yang menyatakan,
Ka.SKPKD Penerima Hibah
bersvnvngmamn ) (ceemereeenieeneans )
BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

Contoh format

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran

Uang sebesar

..............................................................................

Untuk pembayaran
Terbllang : RP.  .csssssscssisssssosvasnos
Menyetujui PPTK/ Bendahara Yang Menerima
) Pengeluaran
Kepala Penanggunjawab
PERANGKAT Hibah
DAERAH /SKPKD
NIP NIP NIP NIP
BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS



